BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Pendlitian
a. Sgarah Desa

Sgjarah Desa Panti tidak terlepas dari sgjarah Masyarakat Desa
Panti. Desa ini awalnya sudah bernama Desa Panti. Hal ini disebabkan
karena pada Zaman penjgahan belanda daerah ini merupakan tempat
pertempuran antara rakyat pribumi dengan pasukan belanda sehingga
menimbulkan banyak korban jiwa. Sehingga masyarakat Desa Panti pada
waktu itu sepakat untuk memberi nama Desa ini dengan nama Desa Panti.
Nama Desa Panti didasarkan dari kata ” Papan Mati” yang memiliki arti
Tempat Mati atau Tempat Orang Meninggal Dunia. Dengan Kepala Desa
Pertama yang bernama Mukiar.

Karena adanya semangat perubahan maka desa ini melaksanakan
pemilihan Kepala Desa untuk tahap berikutnya. Adapun kepala desa yang
pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Mukiar (Sekitar
Sebelum Tahun 1930an), Kertodirjo Masuhir (Sekitar sebelum Tahun
1945), P. Rupiah (sekitar tahun 1950an), Miroso (Sekitar Tahun 1960an),
Sutrisno (Sekitar Tahun 1970an/Menjabat 1 Tahun), Ngatiran (Sekitar
Tahun 1970 an s.d. 1983), Agus Mahdi Amin (Tahun 1983 s.d. 2007), dan

Akhmad Taufik (Tahun 2007 s.d. Sekarang) .

"Dokumentasi Pofil Desa Darungan K ecamatan Panti K abupaten Jember, Tahun 2016
55



56

b. Demogr afi

Berdasarkan data Administrass Pemerintahan Desa tahun 2010,
jumlah penduduk Desa Panti adalah terdiri dari 2.906 KK, dengan jumlah
total 10.195 jiwa, dengan rincian 5.004 laki-laki dan 5.191 perempuan,

sebagaimana tertera dalam Tabel berikut.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Uraian Laki - Laki | Perempuan L aki +T32traelmpuan

Jumlah

Penduduk 5004 5191 10195
0- 7 tahun 661 756 1417
7 - 18 tahun 1285 1308 2593
18 - 56 tahun 2244 2277 4521
> 56 tahun 814 850 1664

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia
18-56 tahun Desa Panti sekitar 4.521 atau hampir 44,3 %. Ha ini
merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Panti termasuk tinggi. Dari jumlah
2.906 KK di atas, sgjumlah 956 KK tercatat sebaga Pra Sejahtera; 1.189
KK tercatat Keluarga Sejahtera |; 651 KK tercatat Keluarga Sejahtera ll;
12 KK tercatat Keluarga Sgjahteralll; 1 KK sebagai sgjahteralll plus. Jika
KK golongan Pra-sgjahtera dan KK golongan | digolongkan sebagal KK
golongan miskin, maka lebih 70 % KK Desa Sumberbening adalah

keluargamiskin.



57

Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan Sedang yaitu
sekitar 1000 m di atas permukaan air laut. Selama tahun 2010 curah hujan
di Desa Panti rata-rata mencapai 675 mm. Curah hujan terbanyak terjadi
pada bulan Desember.

Secara administratif, Desa Panti terletak di wilayah Kecamatan
Panti Kabupaten Jember dengan posis dibatasi oleh wilayah desa-desa
tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suci Kecamatan Panti
Kabupaten Jember. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pakis
Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Di sis Selatan berbatasan dengan
Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sedangkan di Sisi
timur berbatasan dengan Desa Serut K ecamatan Panti Kabupaten Jember.

Jarak tempuh Desa Panti ke ibu kota kecamatan adalah 0,5 km,
yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,1 Jam. Sedangkan jarak
tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 20 km, yang dapat ditempuh dengan
waktu sekitar 0,5 jam”

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM
(Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang
pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi
maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada
gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan

lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam
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mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat

pendidikan Desa Panti dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.2
Tamatan Sekolah M asyar akat

Uraian Lk Pr | Total
Jumlah Penduduk 3988 | 4459 | 8447
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group 54 30 84
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 14 8 22
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 981 | 1143 | 2124
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah/buta aksara 37 46 83
Usia 18-56 tahun pernah sekolah dasar tetapi tidak tamat 612 | 732| 1344
Tamatan SD sedergjat 1025 | 1117 | 2142
Jumlah Usia 12-56 tidak tamat SLTP 89| 116| 205
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 12 8 20
Tamatan SLTP sedergjat 218 | 246 | 464
Usia 18-56 tahun yang tamatan SL TA sedergjat 734 791 | 1525
Tamatan D1 9 11 20
Tamatan D2 5 7 12
Tamatan D3 9 12 21
Tamatan D4 0 0 0
Tamatan S1 31 28 59
Tamatan S2 0 0 0
Tamatan S3 1 0 1
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 157 | 164| 321

Dari tabel di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa

Panti hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib

belgjar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya

manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan

tantangan tersendiri.
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Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Panti, tidak terlepas
dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping
tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana
pendidikan di Desa Panti sudah tersedia di tingkat pendidikan dasar 9
tahun (SD dan SMP) dan pendidikan tingkat menengah atas (SMA).

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan
rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Panti yaitu melalui
pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum
tersedia dengan baik di Desa Panti. Bahkan beberapa |lembaga bimbingan
belajar dan pelatihan yang pernah adatidak bisa berkembang™.

d. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat
dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat
kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi
kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat
dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data
yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit
relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeks
pernapasan akut bagian atas, Mutaber, serta Kesehatan ibu dan anak. Data
tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami
penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat Ini tentu mengurangi

daya produktifitas masyarakat Desa Panti secara umum.
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Sedangkan data orang cacat mental dan fisik ada, meski tidak
terlalu banyak. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 3 orang, tuna
wicara 9 orang, tuna rungu 4 orang, dan lumpuh 9 orang. Data ini
menunjukkan masih kurangnya kualitas hidup sehat di Desa Panti.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan
masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2010 di Desa
Panti berjumlah 1.915 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang
diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 810 bayi. Tingkat
partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan
mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas,
dan Polindes di Desa Panti. Maka wagar jika ketersediaan fasilitas
kesehatan ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi |ahir.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita
Dalam hal ini, dari jumlah 810 balita di tahun 2010, 14 balita bergizi
kurang dan lainnya sedang dan baik. Ha inilah kiranya yang perlu
ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Panti ke depan lebih
baik.

. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di
Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada
masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang
lebih demokratis. Dalam konteks politik loka Desa Panti, ha ini

tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain
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(pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga
masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Panti, sebagaimana tradis
kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka
yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama.
Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa
bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga
tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut pulung dalam tradisi jawa-
bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta
dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos
kerja, kgjujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bhisa
diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan
maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia
berhal angan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenunhi
gyarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan
yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat
kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Panti pada
tahun 2007. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat

tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada empat kandidat kepala desa pada
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waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi
warga masyarakat Desa Panti seperti acara perayaan desa.”’

Pada bulan Juli dan Nopember 2008 ini masyarakat juga dilibatkan
dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran | dan Il secara langsung.
Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala
Desa, namun hanya 55% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya.
Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di desa Panti.

Setelah proses-proses politik selesal, situasi desa kembali berjalan
normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan
kembalinya kehidupan sebagaimana awa mulanya. Masyarakat tidak terus
menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai
dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun
mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik
lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat
masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan
di Wilayah Desa Panti mengedepankan pola kepemimpinan yang
demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami
bahwa Desa Panti mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini
terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan

kepemimpinan, sampai dengan partisipas masyarakat dalam menerapkan
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sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi
terhadap minat politik daerah dan nasiona terlihat masih kurang antusias.
Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam
kehidupan keseharian masyarakat Desa Panti kurang mempunyai greget,
terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan
masyarakat secaralangsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada ujung timur Provinsi Jawa
Timur suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Panti.
Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi
oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Ha ini tergambar dari dipakainya
kalender Jawal Islam, masih adanya budaya slametan, tahlilan, mithoni,
dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya
|slam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informas,
hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat.
Hal ini menandai babak baru dinamika sosia dan budaya, sekaligus
tantangan baru bersama masyarakat Desa Panti. Dalam rangka merespon
tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik,
agama, dan budaya di Desa Panti. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan
tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi
adalah bak tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan

kerawanan dan konflik sosial.



Dalam catatan sgjarah, selama ini belum pernah terjadi bencana
alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Panti. Isu-isu terkait temaini,
seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang
membahayakan masyarakat dan sosial.

Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan ratarata penduduk Desa Panti Rp.
7.300.000,00 per Tahun. Secara umum mata pencaharian warga
masyarakat Desa Panti dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu
pertanian, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat
yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.860 orang, yang bekerja
disektor industry kecil menengah 205 orang, dan bekerja di sektor lain-lain
1.406 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata
pencaharian berjumlah 3.471 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah
penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabd 4.3
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase
1 | Pertanian 1.860 orang 53%
2 | Sektor Industri Kecil 205 orang 6%
3 | Sektor lain 1.406 orang 41%
Jumlah 3.471 orang 100%

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa
Panti masih tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah

penduduk usia 15-65 yang belum bekerja berjumlah 1.686 orang dari
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jumlah angkatan kerja sekitar 7.665 orang. Angka-angka inilah yang
merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Panti.
f. Pembagian Wilayah Desa
Wilayah Desa Panti terdiri dari 7 Dusun yaitu : Kragjan, Tamengan,
Darungan, Gebang Langkap, Prapah, Wonolangu, dan Gebang Utara, yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posis Kasun
menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada
aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungs pelayanan terhadap
masyarakat di Desa Panti, dari ketujuh dusun tersebut terbagi menjadi 22
Rukun Warga (RW) dan 58 Rukun Tetangga (RT).
g. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan
wilayah pemerintahan Desa Panti memiliki fungsi yang sangat berarti
terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama
terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari
kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW)
terbentuk.
Sebagal sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa
Panti tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level di

atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:"®
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Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Panti

66

BPD | Kepala Desa
H. Zina Arifin Ahmad Taufik
Sekretaris Desa
Aqgus Prawono
Kaur Keamanan Kaur Pamong Tani Kaur Pemerintahan Kaur Umum Kaur Keuangan Kaur ekbang Kaur Kesra
( Imam Efendi ) ( Suwarno) ( Sulaiman) (Anang AgusA) ( Imam Ghazali ) - ( Abd Rahman)
Kasun Krajan Kasun Tamengan Kasun Darungan Kasun Gebang Langkap Kasun Prapah Kasun Wonolangu Kasun Gebang
( Samsuddin) (S.Tohadi ) ( Sayadin Efendi ) (Anang AgusA) (Matari ) ( Erfan Sugianto ) ( Sukardi )
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B. Penyajian dan Analisis Data
1. Pemahaman Masyarakat Tentang Prinsip Sukarela Dalam
Pemanfaatan Barang Gadai Di Desa Darungan Kecamatan Panti
Kabupaten Jember

Secara terminologis dijelaskan bahwa gadai (rahn) adalah
menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan
bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut
dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan
tersebut’. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa secara prinsipil, gadai
merupakan salah satu sarana tolong-menolong diantara sesama manusia
dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan jasa®. Akad gadai dalam hal
ini dilaksanakan dengan akad pokok pinjam meminjam dengan disertai
barang jaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas utang yang diambil,
dan bukan untuk mengambil manfaat/ keuntungan dari barang jaminan
tersebut.

Tanah sawah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah
terimanya menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut kepada murtahin.
Tetapi pada transaksi gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Darungan,
rahin tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada murtahin
sebagaimana seharusnya untuk benda tak bergerak. Transaksi yang terjadi
diantara mereka hanya saling kepercayaan bahwa sawah tersebut adalah

benar milik penggadai (rahin) dan bukan milik orang lain. Sehingga akan

" Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, cet. |, 2010), 287-288.
8 Nasrun Haroen, Figh Mu‘amalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. 2, 2007), 251.
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menyusahkan salah satu pihak yang melakukan transaks jika suatu saat
ada sengketa atau masalah di kemudian hari. Jka ada selish atau
keperluan lain yang mendesak atas tanah tersebut mereka selau
merundingkannya.

Kepercayaan yang terjalin diantara mereka menyebabkan
kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan sangat tipis. Kekhawatiran
murtahin jika tidak dibayar atau kesulitan dalam menagih hutangnya
kepada rahin, hal ini sangat tipis kemungkinan terjadi karena tanah sawah
milik rahin masih berada di bawah kekuasaan murtahin dan hasil
panennya pun milik murtahin. Meskipun masyarakat di Desa Darungan
dalam bertransaksi gadai telah saling percaya tapi penguasaan tanah sawah
itu dilaksanakan dan dilakukan oleh murtahin karena demikian aturan yang
berlaku di Desa Darungan. Pemanfaatan tanah sawah gadai dilakukan
sepenuhnya oleh murtahin sampal panen atau sampai hutang dilunasi. Jika
telah sampai batas waktu untuk membayar hutang tetapi rahin belum
mempunyai uang, maka pemanfaatan atas tanah sawah gadai tersebut
diteruskan sampa rahin mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan
kesepakatan diantara keduanya. Hukum Islam telah menetapkan ketentuan
bahwa pemanfaatan barang gadai adalah oleh (rahin) pemilik barang
bukan oleh murtahin. Karena akad yang terjadi bukan akad pemindahan
hak milik, dimana orang yang menerima barang dapat memiliki
sepenuhnya. Akad gadai bukan akad pemanfaatan dimana barang tersebut

dapat dimanfaatkan, akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan.
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Narasumber yang pertama dari pihak penerima gadai yang
bernama Bapak Kiptiyah beliau ketika ditanya mengenai bagaimana
prinsip suka rela terhadap pemanfaatan barang gadal sawah yang
dilakukan berikut penuturannya® :

“ Se dediah alasan gebey oreng megedin sabe nika umumah kadeng butoh
pesse kangguy memenuhi kebutohan se mendadak, pihak se megedin
biasanah tak alang — lang dek ka oreng se neremah gedin mon bereng se
epegedin nika e manfaatagi gebey usaha namen padih, jegung ben lainnah.
Dedih pihak se megedin biasanah pon ikhlas ben ridho kalaben delem ateh
mon bereng se epegedin nika ekalak manfaatah ben se neremah gedin,
karena nika pon dedih kebiasaan oreng se megedin ben se neremah gedin
neng lingkungan kakdintoh

Yang menjadi adasan orang menggadaikan sawahnya itu umumnya
biasanya karena teramat butuhnya terhadap uang untuk memenunhi
kebutuhan yang mendadak, pihak yang menggadaikan biasanya tidak
melarang kepada orang yang menerima gadai jika barang yang digadaikan
itu dimanfaatkan untuk usaha menanam padi, jagung dan lainnya. Jadi
pihak yang menggadaikan biasanya sudah ikhlas dan rela dalam hatinya
jika barang yang digadaikan diambil manfaatnya oleh orang yang
menerima gadai, karena itu sudah menjadi kebiasaan orang yang
menggadai kan dan yang menerimagadai di lingkungan sini.

Kh. Desuki menuturkan tentang pemahaman masyarakat tentang
prinsip suka sama suka dalam gadai yaitu :

Masyarakat nika sebenernya tak ngarteh dek ka se enyamain
prinsp saling ridlo delem setiap kegiatan atabeh aktipitas-akitpitas se
menyangkut transaski muamalah engak jual beli, gedin, sewa menyewa ben
se laenah. Masyarakat ngelaksanaagi genikah dalam rangka pon nurot dek
ka adat istiadat se pon berjalan secara temurun. Padahal saongguna saling
ikhlas ben ridho nika bedeh neng eyateh, tepeh koduh ebukteyagi kalaben
lisan. Dari nika adat istiadat edediyagi suatu hukum®

Masyarakat sebenernya tidak mengerti tentang prinsip sukarela rela atau
saling ridlo dalam setiap kegiatan — kegiatan yang menyangkut transaski
muamalah seperti jual beli, gadai, sewa menyewa dan yang lainnya.
Masyarakat melaksanakan itu semua dalam rangka mengikuti adat istiadat

8 Kiptiyah, Wawancara, Jember, 27 januari 2016
8 Kh.Desuki ( Tokoh Agama), Wawancara, Jember 28 Januari 2016
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yang sudah berjalan secara temurun, padahal sebenernya saling ikhlas dan
ridho itu ada di dalam hati tapi dibuktikan lewat lisan. Dari sinilah adat
istiadat dijadikan suatu hukum

Menurut H. Junaidi sebagai tokoh agama di Desa Darungan beliau
menuturkan ketika ditanya tentang pemahaman masayarakat tentang prinsip
sukarelayaitu:

“Saongguna delem hukum islam nika se enyamain manfaatagi atau
ngangguy bereng se epegedin nika hukumah e larang, sebeb oreng se
megedin nika pasteh merasa rogi se kakmah gelek ampon lastareh nginjem
pesse mare senikah gik soro mabelih pesse, sedangkan sabenah pon
lastareh e gerep ben se neremah gedin ben aselah nika ekalak se neremah
gedin. Se ontong nika berarti se neremah gedin se kakmah ampon neremah
pesse mon elunas ben gik neremah hasilah panen derih bereng se
epegedin. Nikah se dedih faktor penting para masyarakat tak oning tentang
hukum, sebeb selama ataonan sobung se merasa berek mon sabenah nika e
kalak manfaatah dikarenakn ampon merasa tertolong ben merasa terbantu
olle oreng se neremah gedin gellek. Saonggunah kabbi perkarah gelleh tak
olle, kecuali pihak se megedin nika ikhlas ben saling ridho atas bereng
gedin se esebut gelek®.”

“Sebenarnya dalam hukum islam itu yang dinamakan dengan
memanfaatkan atau mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu
hukumnya dilarang, sebab orang yang menggadaikan pasti merasa
dirugikan karaena ketika sudah selesai meminjam uang mas mempunyai
kewgjiban mengembalikan uang tersebut sedangkan sawahnya sudah di
garap oleh orang yang menerima gadai dan hasilnya pun juga diambil oleh
orang tersebut. Y ang untung berarti orang yang menerimagadal yang mana
akan menerima uang pelunasan hutang tersebut dan masih menerima
untung dari hasil panen dari barang yang digadaikan. Hal ini yang menjadi
faktor penting para masyarakat tidak mengerti tentang hukum islam, tetapi
meskipun mereka tidak mengerti akan ha itu selma bertahun-bertahun
tidak ada yang merasa keberatan jika sawahnya itu dimanfaatkan oleh
orang menerima gadai disebabkan karena melalui orang itu dirinya sudah
merasa tertotolong dan merasa terbantu. Sebenernya semua peristiwa tadi
itu tidak boleh kecuali pihak penggadai itu ikhlas dan saling ridlo atas
barang yang digadaikan tersebut.”

8 H. Junaidi, Wawancara, Jember, 30 januari 2016
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Menurut Bapak Rosid sebagai pihak yang menggadaikan sawahnya
tersebut menuturkan :

“Bulen ampon se napah kaleh ngelaksanaagi transakseh gedin, tapeh
guleh tak merasa dirugikan sebeb pas bektoh genikah buleh butoh pesse
gebey majer tanggungan nak kanak sekolah ben kebutohan se laen, buleh
gi ikhlas karena buleh merasa bedeh se nulong pas buleh bede kesosa’an.
Buleh jugen tak ngarteh tentang hukum engak genikoh, masyarakat pon
ngangguy prinsip percajeh ben ikhlas karena umumah masyarakat kantoh
rata-rata masyarakat awam, kecuali oreng se pon latar belakangah
ponduken ngarteh dek ka perkarah engak gnikoh””®

“Saya sudah melakukan transaksi gadai berkali — kali, tapi saya tidak
pernah merasa dirugikan sebab saya waktu itu lagi butuh uang untuk
membayar tanggungan anak sekolah dan kebutuhan yang lain, saya juga
ikhlas karena saya sudah merasa ada yang menolong ketika saya kesusahan
seperti waktu itu. Saya jugatidak mengerti tentang hukum islam seperti itu,
masyarakat pada umumnya sudah memakai prinsip saling percaya dan
saling ridho karena masyarakat sini rata-rata orang awam, terkecuali orang
yang sudah berlatar belakang pesantren pasti mengerti tentang masalah
seperti itu.”

Menurut Bapak Bambang ketika beliau ditanya tentang
Pemahamannya tentang Prinsip Sukarela atau An-tarodhin sebagai berikut :

““ Dik, guleh tak faham ben tak ngarteh se enyamaih prinsip An-tarodhin
atabeh prinsip sukarela. Buleh nikah masyarakat awam se melaksanaagi
gedin nika atas dasar pon saling percaya ben ikhlas mon sabe se epegedin
bik den buleh e gerep ben se neremah gedin karena ampon dedih kebiasaan
lingkungan kakdintoh.mon sabe buleh tak gerep tananah kan rosak
polanah tak erawat ben se neremah gedin kan buleh se rogi, mpon nginjem
pese tapeh sabeh pas rosak.

Biasanah oreng se neremah gedin nika pas panin aberik hasil paninah
sekunik sekedar gun aberik sebagai bukteh rasa saling mnghormati ben
slalu engak dek ka tetanggeh.

soalah derpada sabe buleh epegedin dek ka bank atabeh ka se laen buleh
takok mon tak nyerah atabeh mebeli pesse se pon eyenjem pas esita tang
sabe. Dedih buleh ngutamaagi prinsip kerukunan dek ka tetangge, makle
sabe buleh aman ben buleh bisa nglunas enjeman bileh beih, misalah du
tahun buleh tak nyerah gi, ajenji bulen adek poko bedeh ocak dek ka oreng
neremah gedin karena abelih ka kesepakatan awal gelel.”

# Rosid, Wawancara, Jember, 03 februari 2016
¥ Bambang, Wawancara, Jember, 03 Februari 2016
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“ Dek, saya tidak faham dan tidak mengerti terhadap prinsip antarodhin
atau prinsip sukaredla sayaini masyarakat awam yang melaksanakan gadai
atas dasar saling percaya dan ikhlas jika sawah yang saya gadaikan itu
digarap oleh orang yang menerima gada karena sudah menjadi kebiasaan
lingkungan sini. Kalau sawah saya tidak digarap tanahnya akan menjadi
rusak sebab tidak dirawat oleh orang tersebut dan saya bisa rugi, sudah
harus mengembalikan uang yang saya pinjam dan sawah saya rusak.
Biasanya orang yang menerima gadai sesudah panen, saya diberi hasil
panennya meskipun cuma sedikit sekedar diberi sga sebagal ungkapan
saling menghormati dan selalu ingat kepada tetangganya.

Daripada sawah saya digadaikan kepada bank atau ke yang lainnya saya
merasa takut, jika tidak melunasi pinjaman yang saya pinjam nanti sawah
saya disita. Jadi ddam gadai saya mengutamakan prinsip kerukunan sama
tetangga, supaya sawah saya aman dan saya bisa melunasi pinjaman saya
kapan sgja. Misalnya, 2 tahun saya tidak melunasi dan janji bulan depan
dilunas. Asalkan bilang kepada orang yang menerima gadai tadi supaya
bisa kembali ke kesepakatan awal tadi.”

Setelah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber yang
telah peneliti wawancarai, dalam pelaksanaannya gadai sawah yang
dilakukan oleh masyarakat Desa darungan yaitu peminjaman uang oleh
pihak pihak penggadai (rahin) disertai dengan jaminan berupa sawah
yang diberikan kepada pihak penerima gadai (murtahin), dan pihak
penerima gadal (murtahin) berhak memanfaatkan sawah jaminan dan
menikmati hasil dari pemanfaatan sawah tersebut secara penuh dengan
jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dan
mereka melaksanakan akad gadai tersebut dalam rangka untuk menolong
saling sesama tetangga satu dengan tetangga lainnya.

Disini peneliti juga mengamati dan mencermati dari beberapa
narasumber diatas tentang Pemahaman Masyarakat Tentang Prinsip

Sukarela Dalam Pemanfaatan Barang Gadal di desa darungan yaitu.
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a. Kurangnya atau minimnya pengetahuan tentang prinsip sukarela.

b. Yang terpenting hanya dalam praktk,rahin mengizinkan sawahnya di
garap murtahin.

c. Rahin sudah merasa dibantu oleh murtahin atau sudah dipinjami uang
oleh murtahin

d. Bagi rahin jika sawahnya tidak dimanfaatkan oleh murtahin dapat
menimbulkan kerusakan pada sawah dan dapat menimbulkan
kerusakan pada nilai harga sawah.

e. Bagi rahin jika sawahnya tidak digarap maka dapat merugikan
murtahin, karna setiap harinya terdapat pembagian saluran air untuk
menjalani usaha.

f. Terdapatnya saksi antara rahin dan murtahin dalam melakukan
transaks gadai, agar supaya tidak muncul unsur mudharat dari kedua
belah pihak.

Munculnya gadal sebagai perbuatan hukum dalam mu‘amalah
karena adanya salah satu pihak yang bermu‘amalah melakukan tindakan
untuk memenuhi kebutuhan berupa hutang karena perbuatan tersebut
sebagai perbuatan yang mendesak. Bila mencermati ha tersebut diatas
adalah adanya faktor kebutuhan, ha ini dapat dijumpa dalam
pendapatnya as-Syawkaniy yang mengemukakan bahwa barang siapa
dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai
seorang penulis maka untuk meringankannnya (hutang piutang)

diadakannya jaminan yang dipegang. Jadi adanya perjanjian hutang
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piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak, sesuai dengan firman

Allah SWT®

S I I I R R DI VNPT
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Artinya : jika kamu dalam perjaanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayal sebagian yang lain, Maka
hendaklah yang dipercayal itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para
saks) Menyembunyikan  persaksian.  dan  Barangsigpa  yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak
percaya mempercayai.

Jadi alasan untuk mengadakan perjanjian gadai sawah itu
lazimnya ialah bahwa penggadai (rahin) membutuhkan uang. Bilamana
tidak dapat mencukupi kebutuhan dengan jalan meminjam uang, maka ia
dapat mempergunakan tanahnya untuk memperoleh uang itu dengan
jalan membuat perjanjian tanah dan itupun dilakukan dengan prinsip
saling percaya dan saling ridlo yang telah disebutkan dari hasil wawancara
diatas.

Jadi, sukarela adalah suatu tindakan yang berasal dari dalam diri
manusia yang tanpa ada paksaan dari luar atau pun dorongan untuk

melakukan hal tersebut. Sesuai dengan firman Allah yaitu :

% Al-Qur’an, Al-Bagarah (2) : 283
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Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.®’

Jadi dapat dissmpulkan bahawa pemahaman masyarakat tentang
prinsip sukarela itu mash minim sekali dikarenakan perjanjian gadai
sawah di desa darungan yang dilakukan penggadai (rahin) ketika
membutuhkan uang.dan sudah didasarkan pada prinsip An-taradhin,
artinya kedua belah pihak sudah saling rela ketika barang yg digadaikan
dimanfaatkan oleh penerima gadai namun mereka kadang bekum
mengucapkan secara lisan tetapi dalam hati jadi ini mas menimbulkan
apakah boleh dimanfaatkan atau tidak barang gadai tersebut. Akan tetapi
sebagian masyarakat sudah melksanakan prinsip itu, namun mereka tetap
membolehkan jika sawahnya itu dimanfaatkan. Akan tetapi dikalangan
mereka bukan dimanfaatkan tetapi di garap, karena berdasarkan hasil
beberapa wawancara meskipun sudah dimanfaatkan tanahnya kadang

merekajuga masih diberi hasil panennya.

8 Al-Quran, An-Nisa’ 04: 29
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2. Pelaksanaan Prinsip Sukarela dalam Pemanfaatan Barang Gadai Di
Desa Darungan Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Prinsip sukarela atau suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap
bentuk muamalat antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan
kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dalam arti kerelaan melakukan
suatu bentuk mu’amalah atau kerelaan dalam menyerahakan benda yang
dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalah lainya.

An taradhin merupakan salah satu asas figh mu’amalah. la berarti
saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan
melakukan suatu bentuk muamalah, dan atau kerelaan dalam menerima
atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan, serta bentuk
muamalah lainnya. laadalah salah satu prasyaratan keabsahan transaksi
bermuamalah di anatara para pihak yang terlibat.

Menurut penuturan Bapak Sutopo berumur 35 tahun selaku
penerima gadai beliau mengatakan :

“Pihak se megedin ben bereng se epegedin biasanah nika bentuk’en sabe,
se kadimah gedin sabe elaksanaagi pihak se megedin pas butoh pesse
kangguy gerep sabenah se laen, neng kaksak pon transaksi berlangsung se
kakmah pihak megedin ben se neremah gedin khusunya buleh, agebey
kesepakatan. Selama bereng gedin tak etebus berarti hak sabe bedeh neng
etanang buleh, se kakmah sabe etanemnah padih, jegung bik buleh. Nika
pon pihak se megedin ngoleagi mon sabenah egerep, berarti secara tidak
langsung prinsip rela nikah pon dijalankan selama pihak se andik bereng
gedin tak keberatan soalah pon bedeh bukti tertulis gi panikah surat
perjanjian gedin®.”

“Pihak penggadai dan barang yang digadaikan biasanya berbentuk sawah,

yang mana gada sawah dilaksanakan antara pihak penggadai di kala
sedang membutuhkan uang untuk menggarap sawahnya yang lain, disana

8 Sutopo, Wawancara, Jember, 07 februari 2016
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jugak transaksi ini dilaksanakan yang mana pihak penggadai dan yang
menerima gadai kusunya saya membuat kesepakatan. Selama barang gadai
belum ditebus hak sawah berada ditangan saya yang mana sawah tersebut
akan saya tanami padi dan jagung sama saya. Pihak yang menggadai pun
juga membolehkan jika sawahnya di garap saya, berarti secara tidak
langsung prinsip sukarela ini sudah dilaksanakan selama pihak yang
mempunyai barang gadai tidak merasa keberatan soalnya sudah ada bukti
tertulis yaitu surat perjanjian gadai.”

Menurut Bapak Sudir berumur 40 tahun selaku orang yang
menggadai kan sawahnya kepada Bapak Sutopo, beliau menuturkan :

“ Buleh megedin sabeh nika atas dasar kebutuhan pese se mendesak
kangguy agerep sabeh buleh se laen. Buleh tak romangsa berek meskeh
sabeh buleh egerep kalaben bapak sutopo. Soalah buleh oreng awem tak
ngarteh dek ka hukum islam, pokok.en buleh ibedeh 5 bektoh elaksanaagi
ben tak alakoh dusah.buleh megedin nika bedeh kepentingan hal produksi
jegung, polanah sabe buleh se laen etanemi padih ben cabih. Buleh ikhlas
ben ridlo misalah sabe buleh emanfaatagi pan mapan se penting tak
eparosak”.®

“Saya menggadaikan sawah atas dasar kebutuhan uang yang mendesak
yang mana digunakan untuk menggarap sawah saya yang lain. Saya tidak
merasa keberatan jika sawah saya di garap oleh bapak sutopo. Soanya
saya orang awam tidak mengerti tentang hukum islam, pokok saya ibadah
5 waktu dilaksanakan dan tidak berbuat dosa. Saya menggadaikan sawah
ini karena ada kepentingan produksi jagung, solanya sawah saya yang lain
ditanami padi dan cabai. Saya ikhlas dan ridlo misalnya sawah saya
dimanfaatkan dengan baik asalkan tidak dirusak itu sgja.”

Menurut Bapak Sudir berumur 40 tahun selaku orang yang
menggadaikan sawahnya

“Mas, buleh ampon 4x megedin sabe, tapeh buleh tak pernah merasa
dirugikan oleh pihak se neremah gedin, karena buleh iklas ben ridio
misalah sabe gule egerep ben setiap panen paste buleh eberik hasilah
kecuali pas panin jubek alias gagal. Karena masyrakat kantoh
mengutamakan kerukunan meske tanah tersebut epegedin. Beni
ngutama’agi saling mejubek ben merogiagi buleh®.”

“Mas, saya sudah menggadaikan sawah selama 4 kali, tapi saya tidak
pernah merasa dirugikan, karena saya sudah ikhlas dan ridho jika sawah

8 sudir, Wawancara, Jember, 10 februari 2016
% Sydir, Wawancara, Jember, 12 februari 2016
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saya digarap dan setiap ali panen saya pasti diberi hasilnya kecuali gagal
panen. Karena masyarakat sini mengutamakan kerukunan meskipun
tanahnya digadaikan, bukan mengutamakan saling menjelekkan dan
merugikan saya.”

Kebiasaan dalam masyarakat Desa Darungan tidak ada sistem bagi
hasil antara rahin dan murtahin semuanya diperuntukkan bagi murtahin,
mulai dari perawatan, pengelolahan serta memiliki hasilnya. Tetapi semua
itu atas dasar izin dan kerelaan dari rahin tanpa ada paksaan, ketentuan
yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai (marhun)
tersebut ialah pihak penerima gadai menurut pendapat Ulama Hanafiyah,
mereka berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang
jaminan gadai yang mengakibatkan berkurang atau tidaknya harga dari
barang jaminan tersebut, apabila rahin memberikan izin, maka sah

mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut olenh murtahin,

ketentuan tersebut didasarkan pada Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

‘__\nt:j'“.-"ﬂ’,r!"j .’:ei-. i b .'-f ;? ?,:’:f R I R
5 s O B U g e W o BN Ot 1 e W L )
(i) L olyy) 480 155 L3556

Artinya : “Dari Abu Salih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW,

bersabda : barang jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah, dan atas
menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi”. (HR. Bukhari)**

Pihak yang memiliki kewgjiban untuk menafkahi barang jaminan
gada (marhun) ialah murtahin. Ha ini disebabkan karena barang
tersebut ditangan dan kekuasaan murtahin, maka selanjutnya baginya

pula hak atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Selain itu,

° Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari Al-
Jufiy,Sahih Al Bukhari, juz 3 ( Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), 117
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pemanfaatan ini tidak hanya berlaku bagi barang jaminan yang berupa
binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, namun barang-
barang selain binatangpun dapat di giyas-kan kepadanya®™.

Keridhaan dalam transaks adalah merupakan prinsip. Oleh karena
itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah
pihak. Artinya Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam
keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada
waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak
merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.
Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah:

O B Uy 3 gaall & (JaY)
Artinya : Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak®.

Jadi jelas bahwa ‘An taradhin merupakan salah satu asas figh
mu’amalah. la berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa
berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, dan atau kerelaan
dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan,
serta bentuk muamalah lainnya. 1a adalah salah satu prasyaratan keabsahan
transaks bermuamalah di anatara para pihak yang terlibat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Prinsip Sukarela di
Desa Darungan ini sudah dilaksanakan sudah sgak dahulu, namun

dikarenakan faktor pendidikan yang kurang terjamin membuat masyarakat

% Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer II1, (
Jakarta : Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004), 95-96

% Http: //langkah supian_ Prinsip, Asas, dan Kaidah Figih Muamalah langkah supian.html diakses
tanggal 29 Januari 2016
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menjadi kurang mengerti tentang boleh atau tidaknya barang gadai itu
dimanfaatkan oleh penerima gadai. Akan tetapi prinsip suka sama suka
atau sukarela itu sudah dilaksanakan pada masyarakat tersebut selama
kedua belah pihak tidak keberatan. transaksi yang mereka lakukan
berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, yang didasarkan pada
kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan,
tekanan,penipuan serta sudah ada bukti surat perjanjian gadai tertulis dari
kedua belah pihak yang kemudian dihadiri oleh beberapa saksi.

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis dalam praktek
Pelaksanaan prinsip sukarela yg dilakukan oleh masyarakat Desa
Darungan kecamatan panti diketahui bahwa pada umumnya masyarakat
yang melakukan gadai tersebut adalah orang awam yang tidak mengerti
akan hukum islam yang mengatur tentang Pelaksanaan prinsip sukarela
tersebut, yang mana jika para kedua belah pihak tidak saling ridho maka
hukumnya tidak di bolehkan kecuali ada kesepakatan di awal seperti yang
diungkapkan di atas. Namun kenyataannya meskipun awam mereka sudah
mel aksanakan prinsip sukarela tersebut dengan pihak yang bersangkutan

tanpa ada keberatan sedikitpun.
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3. Tinjauan Hukum Isam Terhadap Prinsip Sukarela Dalam
Pemanfaatan Barang Gadai Di Desa Darungan Kecamatan Panti
Kabupaten Jember

Dalam pergaulan hidup ini, setiagp orang mempunyai kepentingan
terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak
dan kewagjiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan
orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang
harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewagjiban
tersebut diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya
bentrokan antara berbaga kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang
mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu
disebut hukum muamalat™.

Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan
selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah figih yang
dipegang oleh mazhab Hambali dan para fugaha lainnya. Allah SWT,
memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang
mereka lakukan seperti yangdisebut, dalam QS Al-Maidah [5]: 1:
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu[388].
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghal alkan berburu ketika

% Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), cet. ke-2
(Yogyakarta: Ull Press, 2004), him 11-12
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kamu sedang mengerjakan hgji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

[388] Agad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan
Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syarat-syarat
yang ditentukan sendiri kaum muslimin, selama tidak melanggar garan
Islam Untuk itu, dalam bermuamalat harus berdasarkan pada kerelaan dan
tanpa adanya suatu paksaan, serta tidak dibenarkan untuk mengambil hak
orang lain dengan cara yang haram seperti disebutkan dalam Al-Qur’an

QS An-nisak 4 (29):

a o gE

1l ol (Sl Bl ¥ i 2l Gl
2 1

L g~ C 8 2 E, 845~ //Q,;w PR s
5 OF A o) el 13l N5 SS al e 5 TS

ol

\p—

Arrtinya : Ha orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adaah Maha Penyayang
kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan
membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri
sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Selanjutnya keterangan Bapak Maskur menuturkan %:

“Se ngrasaagi hasilah gi se neremah gedin, misalah oreng se neremah
gedin olle hasel kiyah buleh gi rogi. Buleh se berik paotaangan gedin,
guleh taker megedin emasah tang binih, dedih mon hasilah ebegi duek
guleh ngalamin rogi, napah pole regenah emas ben tahon ongge, buleh
aberik paotangan genikah modal gebey meleh sabe”.tapeh biasanah se
andik bereng gedin ikhlas meskeh tak berik begi hasil karena ampon
merasa ter bantu.

% Maskur, Wawancara, Jember, 20 Februari 2016
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“Yang merasakan hasil hanya yang menerima gadai sgja, kalau misalnya
pihak yang menggadaikan menerima hasilnya juga saya merasa rugi. Saya
memberi hutang untuk menerima gadai itu saya juga menggadaikan emas-
emasannya istri saya, jadi kalau misalnya hasilnya dibagi dua aku pasti
mengalami kerugian, lalu harganya emas tiagp tahun kan naik, saya
memberi hutang itu buat modal buat beli sawah. Tapi biasanya orang itu
sudah ikhlas meskipun tidak menerima hasil dikarena sudah merasa terbantu
karenadipinjami uang.

Menurut H. Junaidi sebagal tokoh agama beliau menuturkan ketika
ditanya tentang pemahaman masayarakat tentang prinsip sukarela yaitu:

“Saongguna delem hukum islam nika se enyamain manfaatagi atau
ngangguy bereng se epegedin nika hukumah e larang, sebeb oreng se
megedin nika pasteh merasa rogi se kakmah gelek ampon lastareh nginjem
pesse mare senikah gik soro mabelih pesse, sedangkan sabenah pon
lastareh e gerep ben se neremah gedin ben aselah nika ekalak se neremah
gedin. Se ontong nika berarti se neremah gedin se kakmah ampon neremah
pesse mon elunas ben gik neremah hasilah panen derih bereng se
epegedin. Nikah se dedih faktor penting para masyarakat tak oning tentang
hukum, sebeb selama ataonan sobung se merasa berek mon sabenah nika e
kalak manfaatah dikarenakn ampon merasa tertolong ben merasa terbantu
olle oreng se neremah gedin gellek. Saonggunah kabbi perkarah gelleh tak
olle, kecuali pihak se megedin nika ikhlas ben saling ridho atas bereng
gedin se esebut gelek™.”

“Sebenarnya dalam hukum islam itu yang dinamakan dengan
memanfaatkan atau mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu
hukumnya dilarang, sebab orang yang menggadaikan pasti merasa
dirugikan karena ketika sudah selesai meminjam uang masih mempunyai
kewagjiban mengembalikan uang tersebut sedangkan sawahnya sudah di
garap oleh orang yang menerima gadai dan hasilnya pun juga diambil oleh
orang tersebut. Y ang untung berarti orang yang menerima gadai yang mana
akan menerima uang pelunasan hutang tersebut dan masih menerima
untung dari hasil panen dari barang yang digadaikan. Hal ini yang menjadi
faktor penting para masyarakat tidak mengerti tentang hukum islam, tetapi
meskipun mereka tidak mengerti akan ha itu selama bertahun-bertahun
tidak ada yang merasa keberatan jika sawahnya itu dimanfaatkan oleh
orang menerima gadai disebabkan karena melalui orang itu dirinya sudah
merasa tertolong dan merasa terbantu. Sebenernya semua peristiwa tadi itu
tidak boleh kecuai pihak penggadai itu ikhlas dan saling ridlo atas barang
yang digadaikan tersebut.”

% H. Junaidi, Wawancara, Jember, 30 januari 2016



Setelah peneliti memahami dari narasumber yang ada, dapat di
dindikasikan bahwa pemanfaatan gadai sawah pada masyarakat Desa
Darungan Kecamatan Panti Kabupaten Jember ditinjau dari hasil analisa
peneliti, bahwasanya pada dasarnya yang dinamakan dengan
memanfaatkan atau mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu
hukumnya dilarang dan bersifat merugikan orang lain, akan tetapi dari
minimnya pengetahuan masyarakat Darungan tentang pemanfaatan barang
gadai sawah dan masyarakat hanya berpedoman dalam praktek gadainya
sgja. maka masyarakat darungan tidak ada yang merasa keberatan jika
sawahnya itu dimanfaatkan oleh orang menerima gadai, disebabkan karena
melalui orang itu dirinya sudah merasa tertolong dan merasa terbantu.

Dari  keterangan semua narasumber yang ada, dapat
diindikasikan bahwa pemanfaatan gadai sawah pada masyarakat Desa
Darungan Kecamatana Panti Kabupaten Jember ditinjau dari Hukum
Islam adalah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan
muamalah dan juga semua pihak merasakan manfaat dari akad gadai
tersebut, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh transaksi tersebut.
Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir®’, secara garis besar
prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam
melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut:

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang

ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasul.

% Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, 10
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b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur
paksaan

c. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. Dengan
demikian maka segala hal yang dapat membawa madharat harus
dihilangkan.

d. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan,
menghindari  unsur-unsur  pengambilan  kesempatan ~ dalam
kesempitan™.

Dapat dissmpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai di Desa
Darungan, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ditinjau dari seqi
hukum Islam yang dilakukan oleh murtahin itu boleh atas seizin rahin
dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Jadi tidak ada kerugian
antara kedua belah pihak seperti di desa darungan ini, mereka
menggadaikan sawahnya dengan tujuan untuk kebutuhan produktif bukan
konsumtif. Karena jika tanah tidak dimanfaatkan akan mengurangi nilai
jual tanah tersebut dan tanah tersebut seiring dengan perubahan cuaca akan
menjadi rusak. Mereka juda sudah saling percaya dan rela jika tanahnya
dimanfaatkan oleh penerima gadai asalkan tanah itu dijaga, dipelihara dan

tidak rusak

% Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata Islam), edis revisi,
(Yogyakarta, Ull Press, 2000), 15-16.
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C. PEMBAHASAN TEMUAN
1. Pemahaman Masyarakat Tentang Prinsp Sukarela Dalam
Pemanfaatan Barang Gadai Di Desa Darungan Kecamatan Panti
Kabupaten Jember
Pemahaman masyarakat tentang prinsip sukarela itu masih minim
sekali dikarenakan perjanjian gadal sawah di desa darungan yang
dilakukan penggadai (rahin) ketika membutuhkan uang.dan sudah
didasarkan pada prinsip An-taradhin, artinya kedua belah pihak sudah
saling rela ketika barang yg digadaikan dimanfaatkan oleh penerima gadai
namun mereka kadang bekum mengucapkan secara lisan tetapi dalam hati
jadi ini masi menimbulkan apakah boleh dimanfaatkan atau tidak barang
gada tersebut. Akan tetapi sebagian masyarakat sudah melaksanakan
pringp itu, namun mereka tetap membolehkan jika sawahnya itu
dimanfaatkan. Akan tetapi dikalangan mereka bukan dimanfaatkan tetapi di
garap, karena berdasarkan hasil beberapa wawancara meskipun sudah
dimanfaatkan tanahnya kadang merekajuga masih diberi hasil panennya.
Penulis menemukan adanya Maslahah Dan Mafsadah pada pinsip
sukarela terhadap pemanfaatan barang gadai Di Desa Darungan
Kecamatan Panti Kabupaten Jember. prinsip sukarela dari gadai tanah
sawah di masyarakat Desa Darungan terdapat manfaat atau maslahah
yang dapat dirasakan oleh rahin dan murtahin, juga terdapat mudarat atau

mafsadahnya. Dengan kata lain, ada dampak positif dan dampak negatif
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dari transaks gadai sawah ini bagi mereka berdua. Dampak positif ini

dapat dilihat dari sisi rahin antaralain® :

a. Teratasinya masalah rahin yaitu ia memperoleh modal uang untuk
peningkatan produksi sawahnya yang terjadi pada saat permintaan
pasar akan kebutuhan meningkat yaitu dengan cara ia menggadaikan
sawah miliknya tanpa ia harus kehilangan hak kepemilikan atas tanah
sawahnya.

b. Ketenangan yang dirasakan oleh rahin dengan adanya transaks
gada ini. Rahin tidak didesak untuk segera melunasi hutangnya jika
waktu untuk membayar hutangnya telah tiba, sementara rahin belum
cukup memiliki uang untuk menebus kembali tanah sawahnya itu.
Rahin juga tidak takut tanah sawahnya disita karena tidak mampu
untuk membayar hutangnya pada saat yang telah disepakati bersama
tentang waktu pembayaran.

Sementara dampak negatif yang diterima oleh rahin sebagai
konsekuens dari diadakannya atau dilakukannya gadai tanah sawah itu
iadlah rahin tidak dapat menggarap tanah sawahnya dan dia tidak
memperoleh bagi hasil dari pemanfaatan tanah sawah gadainya karena
semua hasil pemanfaatan tanah sawah gadal tersebut menjadi milik
murtahin. Praktek yang terjadi pada masyarakat Desa Darungan dalam
hal ini lebih memilih untuk menggadaikan tanah sawahnya dibandingkan

pilihan yang lainnya.

% Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, (Y ogyakarta: Ull Press, 2000), 15.
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Menurut penduduk di Desa Darungan, mereka lebih menyukai
tradisi ini karena disamping rahin tidak kehilangan kepemilikan atas tanah
sawahnya yang digadaikan, mereka juga tidak dipusingkan atau diributkan
dengan urusan- urusan ukur mengukur tanah milik rahin. Mereka lebih
memilih menggadaikan tanah sawahnya menurut tradis yang ada
dibandingkan dengan cara yang lain, dengan niat saling suka sama suka
dan saling percayaitu sudah sebuah solusi kami bertahun-tahun®.

Disamping itu dengan melakukan gadai tanah sawah ini mereka
pergunakan untuk saling menyenangkan satu sama lainnya. Murtahin
mendapat keuntungan berupa hasil panen dari pemanfaatan gadai tanah
sawah dan rahin mendapat pertolongan untuk mengatasi kesulitannya
memperoleh modal untuk menggarap sawahnya. Dengan adanya transaksi
gada tanah sawah ini, tedlah mempererat hubungan komunikasi dan
pergaulan hidup bermasyarakat di antara mereka semua. Demikianlah
hasil pengamatan penulis berkenaan dengan pemanfaatan tanah sawah
gadai oleh murtahin dari segi maslahah dan mafsadah-nya yang
berkenaan dengan rahin

Sementara pada murtahin sgauh pengamatan dan pendlitian
penyusun tidak banyak yang mengeluh tentang dampak negatif dari
adanya transaksi gadai tanah sawah ini bagi mereka. Mereka selalu
mencari kesepakatan secara musyawarah dan kekeluargaan jika mereka

merasa ada sesuatu yang harus dibicarakan dan kurang berkenaan atau

1% Bambang, Jember, 28 februari 2016
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murtahin merasa dirugikan.

Sementara dampak positif yang dirasakan oleh murtahin dengan
adanyatransaks gadai tanah sawah ini antaralain :

a. Murtahin dapat jaminan tentang pelunasan dari rahin, dengan jumlah
yang sama artinya jika rahin menjaminkan sebesar Rp. 10.000.000
maka murtahin menerima pel unasan sebesar Rp. 10.000.000 pula.

b. Murtahin dapat memetik hasil panen dari tanah sawah garapan yang
diberikan kepadanya sebagai akibat adanya transaks gadai yang
dibuat bersama rahin.

c. Murtahin bisa melanjutkan penggarapan tanah sawah itu jika rahin
belum mampu menebusnya kembali.

Dengan adanya maslahah dan mafsadah sebab diadakannya
transaks gadal tanah sawah antara rahin dan murtahin dengan mengikuti
tradis yang berlaku pada masyarakat Desa Darungan dapatlah ditarik
kesimpulan bahwa walaupun rahin mengalami kerugian, tetapi dengan
melihat bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dari gadai tanah
sawah ini, dengan cara ini disamping rahin tertolong dalam mengatasi
kesulitannya ia masih bisa bersantai, karena tidak khawatir disita jika
sudah jatuh tempo, sementara ia belum mampu untuk menebusnya
kembali. Maslahah yang dirasakan rahin ternyata lebih besar dari
mafsadah-nya. Demikian pula halnya yang dirasakan oleh murtahin. Maka

dengan berpedoman pada ayat a-Qur’an yang berbunyi sebagai berikut :
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Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan
hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan
kepadamu, supaya kamu bersyukur'®.

Pemanfaatan tersebut diperbolehkan dengan syarat sekedar biaya
perawatan dan pengolahan, serta untuk menutupi kerugian yang dialami
oleh murtahin. Besar kecilnya pengganti itu dapat dilihat dari besar
kecilnya kerugian yang ditanggung oleh murtahin pada saat itu. Dengan

berpedoman pada Hadis berikut ini yang berbunyi:

( > )

Artinya : “Tidak boleh membuat mudlarat diri sendiri dan tidak boleh
memudlaratkankan orang lain.”(HR.Ibnu Majah).

Dengan tidak adanya yang menganiaya dan teraniaya dan tidak
membalas kemudharatan dengan kemudharatan yang lebih besar, maka
sepanjang hal tersebut tidak ada ataupun ada, tetapi kemudharatan yang

dirasakan jauh lebih kecil dan ringan seperti disebutkan dalam kaidah :

“Kerusakan sebagian besar masih merusak ringan.”

Maksud tersebut adalah mudharat yang ringan merupakan

konsekuensi untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar, sehingga

%L Al Quran, Al-Bagarah (2) : 185
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tidaklah mengapa untuk dilakukan sepanjang tidak berlebih-lebihan atau
ad’afan muda’afan (berlipat ganda). Dengan alasan-alasan tersebut di
atas, maka adat atau ’urf tersebut dapat dibenarkan dengan menggunakan
teori kebiasaan atau tradisi bisadijadikan hukum.

. Pelaksanaan Prinsip Sukarela dalam Pemanfaatan Barang Gadai Di
Desa Darungan K ecamatan Panti Kabupaten Jember

Pelaksanaan Prinsip Sukarela di Desa Darungan ini sudah
dilaksanakan sudah sgjak dahulu, namun dikarenakan faktor pendidikan
yang kurang terjamin membuat masyarakat menjadi kurang mengerti
tentang boleh atau tidaknya barang gadai itu dimanfaatkan oleh penerima
gadai. Akan tetapi prinsip suka sama suka atau sukarela itu sudah
dilaksanakan pada masyarakat tersebut selama kedua belah pihak tidak
keberatan. transaksi yang mereka lakukan berdasarkan kerelaan masing-
masing pihak, yang didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan
tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan,penipuan serta sudah ada bukti
surat perjanjian gada tertulis dari kedua belah pihak yang kemudian
dihadiri oleh beberapa saksi.

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis dalam praktek
Pelaksanaan prinsip sukarela yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Darungan kecamatan panti diketahui bahwa pada umumnya masyarakat
yang melakukan gadai tersebut adalah orang awam yang tidak mengerti
akan hukum islam yang mengatur tentang Pelaksanaan prinsip sukarela

tersebut, yang mana jika para kedua belah pihak tidak saling ridho maka
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hukumnya tidak di bolehkan kecuali ada kesepakatan di awal seperti yang
diungkapkan di atas. Namun kenyataannya meskipun awam mereka sudah
mel aksanakan prinsip sukarela tersebut dengan pihak yang bersangkutan
tanpa ada keberatan sedikitpun. Beberapa sebab yang mengindikasikan
pelaksanaan prinsp sukardla pada pemanfaatan barang gadai yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Darungan, Kecamatan Panti Kabupaten

Jember adalah:

a. Mayoritas penduduk Desa Darungan, Kecamatan Panti Kabupaten
Jember bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan
ekonomi menengah ke bawah. Hal ini yang menyebabkan adanya
praktek pemanfaatan gadai sawah. Sudah menjadi perihal yang biasa
dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi
adat.

b. Keinginan saling tolong-menolong antar sesama warga.

c. Faktor permasalahan ekonomi Penggadai yang mendesak.

Oleh karena itu Allah mensyariatkan Ar-Rahn (gadai) untuk
kemaslahatan orang yang menggadaikan (Rahin), pemberi hutang
(Murtahin) dan masyarakat.

Untuk yang menggadaikan (Rahin), ia mendapatkan
keuntungan sehingga dapat menutupi kebutuhannya. Sehingga dia bisa
menyelamatkan dirinya dari krisis yang sedang dihadapi. Bahkan
dengan hasil pinjaman utang tersebut dia bisa menggunakannya

sebagal modal usaha sehingga dia akan mendapatkan keuntungan dan
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hasil dari usaha yang iatekuni

Sedangkan pihak pemberi hutang (Murtahin), ia menjadi
tenang dan merasa aman atas haknya dan mendapatkan keuntungan
syar’i bila ia berniat baik maka mendapatkan pahala dari Allah.

Sebagai mana dalam al-Qur’an disebutkan dalam surat al- Maidah ayat

dua(2)
3 do . . .
1,573 0336075 W31 Je 14515 N5 (588005 AT Je 14553
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Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya.

3. Tinjauan Hukum Isam Terhadap Prinsp Sukarela Dalam

Pemanfaatan Barang Gadai Di Desa Darungan Kecamatan Panti
Kabupaten Jember

Prinsip Sukarela dalam pemanfaatan barang gadai di Desa
Darungan, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ditinjau dari segi
hukum islam yang dilakukan oleh murtahin itu boleh atas seizin rahin
dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Jadi tidak ada kerugian
antara kedua belah pihak seperti di desa darungan ini, mereka
menggadaikan sawahnya dengan tujuan untuk kebutuhan produktif bukan

konsumtif. Karena jika tanah tidak dimanfaatkan akan mengurangi nilai
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jual tanah tersebut dan tanah tersebut seiring dengan perubahan cuaca akan
menjadi rusak. Mereka juga sudah saling percaya dan rela jika tanahnya
dimanfaatkan oleh penerima gadai asalkan tanah itu dijaga, dipelihara dan
tidak rusak

Peminjaman uang yang dilakukan oleh penggadai dengan
memberikan jaminan sebuah sawah kepada pihak pemberi gadai dengan
jangka waktu yang telah ditentukan dan penerima gadai berhak
memanfaatkan sawah tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan
pihak penerimagadai berhak mendapatkan manfaat .

Pemanfaatan jaminan seperti inilah yang memiliki perbedaan
pendapat di kalangan Ulama’ karena sangat rentan sekali dengan praktek
riba, dengan dalil bahwa semua pinjaman yang menghasilkan keuntungan
atau manfaat adalah riba’. Berikut adalah pendapat-pendapat menurut
Ulama ahli figih:

Pendapat Ulama’ Syafi’iyah mereka berpandapat, tidak ada hak
bagi murtahin untuk mengambil manfaat dari benda yang digadaikan

kerena sabda Rasulullah SAW :

4 2 = , &
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Artinya : Muahmmad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada
kami dari Ibnu Abu Dzi’b, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Al-Musayyab
bahwa Rasulullah SAW bersabda, transaksi gadaian tidak menutup
pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang menebusnya,
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dan dia pulalah yang menanggung dendanya. (HR. Asy-Syafi’i dan Ad-
Daruquthni)

Pendapat Imam Syafi’i, yang dimaksud ghanmuhu adalah
tambahannya, sedangkan yang dimaksud gharmuhu adalah kerusakan dan
kekurangannya. Tidak ada keraguan bahwa termasuk dalam ketegori
ghanmuhu adalah berbagal segi-segi pemanfaatannya.

Jika pengambilan manfaat tersebut tidak disyaratkan di dalam
akad, maka murtahin boleh mengambil manfaat dengan izin pemiliknya,
karena rahin adalah pemilik barang tersebut dan dia tidak berhak men-
tasharuf-kan barang yang dimilikinya kepada siapapun yang dia
kehendaki dan di dalam pemberian izin tidak adatadlyi’ (menyia-nyiakan)
hak terhadap marhun, karena marhun tidak keluar dari penguasaan rahin
dan tetap tertahan dalam kekuasaanya, karena memang menjadi haknya.

Adapun pendapat Ulama Malikiyah apabila seorang rahin
memberi izin kepada murtahin untuk mengambil manfaat dari marhun,
atau murtahin mensyaratkan sebuah manfaat, maka hal ini diperbolehkan
dengan catatan dain (hutang) berasal dari akad jual beli atau serupa (akad
mu’awadlah, ada kompensasi atau ganti manfaaat yang diterima
murtahin), masa pemanfaatannya ditentukan atau diketahui (untuk
menghindar dari ketidakjelasan yang dapat merusak akad ijarah) karena
hal ini termasuk dalam kategori akad ijarah dan jual belidan ini
diperbolehkan. Kebolehan akad ini seperti yang diungkapkan Imam
Dardiri, digambarkan dengan contoh: seorang murtahin mengambil

manfaat secara cuma-cuma untuk dirinya atau manfaat itu dihitung sebagai
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hutang dengan catatan rahin harus segera melunasi sisa hutang.
Pengambilan manfaat oleh Murtahin tidak diperbolehkan apabila
dain (hutang) berasal dari akad al-gardl, karena hal ini termasuk dalam
kategori hutang yang menarik manfaat, bahkan pengambilan manfaat tetap
tidak diperbolehkan meskipun seorang rahin secara sukarela memberikan
manfaat kepada mutahin (maksudnya tidak disyaratkan oleh murtahin)
karena hal ini termasuk dalam kategori hadiyah midyan (hadiah dari
orang yang berhutang) dan Nabi Muhammad SAW melarang akan hal ini.
Kelompok Hanafiyah berpendapat seorang murtahin tidak
berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, baik dengan cara
istikhdam (disuruh menjadi pelayan), ditunggangi, dipakai, dibaca (dalam
kasus yang digadaikan adalah berupa kitab) kecuali dengan izin rahin
karena yang menjadi hak murtahin hanyalah menahan marhun'®, bukan
memanfaatkannya. Apabila murtahin mengambil manfaat dari marhun,
kemudian rusak pada saat dipakai, maka murtahin berkewajiban
menaggung (mengganti) seluruh nilai dari marhun karena posisi murtahin
sama dengan orang yang sedang meng-ghasab sebuah barang milik orang
lain. Ketika rahin memeberi izin kepada murtahin untuk mengambil
manfaat dari marhun, maka sebagian ulama hanafiyah membolehkan
secara mutlak, dan sebagian yang lain melarangnya secara mutlak, karena
pemanfaatan itu merupakan riba atai di dalamnya terdapat sesuatu yang

serupa dengan riba.

192 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, (Konsep,Imlementas Dan
Ingtitusionalisasi), Y ogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, 94
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Pemberian izin atau kerelaan dari rahin kepada murtahin tidak
dapat menghalalkan riba atau memperbolehkan sesuatu yang serupa
dengan riba. Diantara mereka juga ada yang mencoba untuk merinci,
mereka berkata, apabila seorang murtahin mensyaratkan intifa’ atas rahin
pada waktu akad, maka termasuk dalam kategori haram, akan tetapi
apabila tidak disyaratkan dalam akad, maka boleh karena hal itu
merupakan pemberian suka rela dari rahin kepada murtahin. Syarat
sebagaimana dapat berupa kata-kata yang jelas (sharih), juga dapat
berupa sesuatu yang sudah dikenal atau disebut dengan tradisi. Sesuatu
yang sudah menjadi tradisi berposisi sama dengan sesuatu yang
disyaratkan.

Pendapat ulama’ Hanabilah berbeda dengan pendapat ulama yang
lain. Mereka berpendapat, dalam gadai selain hewan yaitu sesuatu yang
tidak membutuhkan pada pembiayaan (makanan) seperti rumah dan barang
lainnya, maka seorang murtahin tidak diperbolehkan mengambil manfaat
dari marhuntanpaizin dari rahin, karena barang yang digadaikan, manfaat
serta pengembangannya menjadi milik Rahin, sehingga selain rahin tidak
berhak untuk mengambilnya tanpa ada izin dari rahin. Apabila rahin
memberikan izin kepada murtahindengan tanpa ganti rugi, sedangkan
hutang pergadaian dari akad al-gardlu, maka tetap tidak boleh Murtahin
mengambil manfaat pada marhun(barang gadai) karena hal itu termasuk
dalam kategori hutang (gard) yang menarik kemanfaatan dan hal itu

adalah diharamkan. Hal ini berpegang pada hadis sebagai berikut:
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Artinya : Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba (HR Al-
Haris bin Abi Usamah)

Imam Ahmad berkata, Saya tidak menyuka akad gard dengan
agunan rumah, itu termasuk riba yang murni. Maksudnya Imam Ahmead
adalah apabila sebuah rumah menjadi agunan untuk akad gard (utang),
maka pada akhirnya murtahin mengambil manfaat dari rumah tersebut.
Ungkapan ulama’ Hanabilah tentang topik ini yaitu seseorang murtahin
tidak boleh mengambil manfaat sesuatupun dari akad rahn, kecuali
apabila barang yang digadaikan berupa binatang kendaraan dan binatang
yang diperah susunya. Apabila barang yang digadaikan berupa binatang
yang disebutkan terakhir ini, maka murtahin berhak menaiki dan memeras

susunya sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkannya.

<L
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D
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Artinya : Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagian borg dan
diberi nafkah (olen murtahin), boleh menunggangi binatang yang diberi
nafkah (oleh murtahin) jika binatang itu menjadi barang gadaian, orang
yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah.
(HR. Bukhari dan Abu Daud)
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Hampir sama dengan pendapat ulama Hanabilah, Sayyid Sabiq
mengemukakan bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan
dari menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan
memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti giradh yang mengalirkan
manfaat, dan setiap bentuk giradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.
Keadaan giradh yang mengandung unsur riba ini, jika agunan bukan
berbentuk binatang yang ditunggangi atau binatang ternak yang bisa
diambil susunya. Cara yang demikian berpegang pada hadis sebagai
berikut:

A L4

<

Artinya : Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba'® (HR Al-
Haris bin Abi Usamah)

Setelah mencermati hadis diatas, maka pemanfaatan barang agunan
tetap tidak boleh meskipun telah memperoleh izin dari rahin (pemilik
barang). Hadis tersebut yang dipegang oleh sebagian besar Ulama.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasiona Nomor: 25/DSN-
MUI/I/2002 tentang rahn memutuskan bahwa pinjaman dengan
menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn
dibolehkan dengan ketentuan marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik

rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin

103 Al-Hafiz 1bnu Hajar Al-Asgalani, Bulughul Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam, Terj Abdul
Rosyad Siddiq; Terjemah Lengkap Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007),
384
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kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan
perawatannya. Pemeliharaan dan perawatan marhun pada dasarnya
merupakan kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin.
Sementara, biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban
rahin.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
hanya memberikan keterangan di dalam pasal 396 tentang pemanfaatan
barang gadaian menyebutkan bahwa Murtahin tidak boleh memanfaatkan
marhun tanpaizin dari Rahin.

Menurut pendapat penulis kebiasan pemanfaatan gadai sawah yang
sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarkat Desa darungan, Kecamatan
Panti jika diharamkan maka akan menimbulkan mudharat dari pihak yang
menerima gadai dan ini bertentangan dengan asasasas dalam
bermuamalah yaitu Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan
manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat, dan
muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Hal
ini juga sesuai dengan asas- asas akad yang tercantum di dalam KHES
pasal 21 huruf (€) yang menerangkan bahwa akad dilakukan atas dasar
saling menguntungkan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga
tercegah dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Jadi sebagai alternative untuk mengurangi dampak positif dan

negatif dari praktek pemanfaatan barang gadai tersebut yang telah
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dilangsungkan di Desa Darungan yaitu harus dikombinasikan dengan agad
muzara’ah ataupun agad mukhabarah. Muzara’ah ialah dimana nantinya
tanah yang digadaikan oleh rahin kepada murtahin selanjutnya untuk
digarap oleh murtahin dengan modal pembiayaan dari rahin dengan
menggunakan skema bagi hasil antara kedua belah pihak yang melakukan
akad. Prosentase bagi hasil itu sendiri ditentukan ketika transaksi awal
berlangsung.

Namun jika terdapat kendala lagi, bahwa rahin merupakan orang
yang memiliki modal pas-pasantentu hal tersebut akan menghalangi
terjadinya akad muzara’ah dimana rahin selaku pemilik lahan yang harus
memberikan modal tidak dapat dipenuhi oleh rahin. Oleh karena itu agad
rahn dapat dikombinasikan dengan agad mukhabarah.

Mukhabarah ialah sebuah kerjasama pengurusan sebuah lahan
pertanian dengan modal yang digunakan dari pihak penggarap sawah (
murtahin selaku pemegang jaminan yang akan manjadi pihak pengggarap
sawah ). Dengan pengkombinasian akad tersebut entah itu muzara’ah
ataupun mukhabarah, maka kedua belah pihak saling diuntungkan dengan
adanya bagi hasil.

Karena sebenarnya akad Mukhabarah tidak dilarang, akad
mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau
ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau
seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang

yang mengerjakan. Dengan adanya praktek mukhabarah sangat
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menguntungkan kedua belah pihak.Baik pihak pemilik sawah atau ladang
maupun pihak penggarap Pemilik tanah lahannya dapat digarap,
sedangkan petani dapat meningkatkan tarap hidupnya.

Persamaan, keduanya merupakan agad bagi hasil dalam pertanian.
Perbedaan, dalam muzara’ah benih tanaman berasal dari pemilik tanah,

sedangkan dalam mukhabarah benih tanaman berasal dari pihak

penggarap



